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ABSTRAK

Penulis tertarik untuk mengambil judul Analisis Pembagian Harta Bersama
dalam Perkawinan Islam (Studi pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun
2021). Dalam hal ini penulis mengamati bagaimana pertimbangan hakim dalam
putusan pembagian harta bersama menurut Hukum Islam;. sehingga rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pembagian
harta bersama dalam perkawinan Islam. 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam
atas pertimbangan hakim tentang pembagian harta bersama setelah perceraian.

Metode penelitian . yang~ ‘penulis” “gunakan_ adalah penelitian hukum
kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan pengumpulan data dari
buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulissan-tulisan yang terkait
dengan penelitian dengan alat pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.
Tempat penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pekanbaru di JI. Datuk Setia
Maharaja JI. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru,
Riau.

Hasil penelitian ini adalah suami dan istri yang telah resmi bercerai memiliki
hak yang sama terhadap harta bersama, dengan pembagian sama rata antar
keduanya atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Pertimbangan hakim
dalam mengadili perkara tentang pembagian harta bersama merujuk pada Pasal 35
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagian besar responden tidak
mengetahui tentang harta bersama, namun mengetahui tentang percampuran harta,
sebagian besar responden juga menyatakan bahwa dalam harta bersama terdapat
harta warisan darl orangtua mereka ,namun tada’ kesepakatan tentang harta dari
warisan orangtua tersebut. Responden menyatakan alasan menyelesaikan sengketa
di Pengadilan’ Agama agar masalah dapat diselesaikan secara adil, namun
menyatakan jika memungkinkan lebih memilihi cara damai, tapi tidak mengetahui
tentang peraturan mengenai cara damai dalam perkara harta bersama. Responden
menyatakan upaya damai yang dilakukan para pihak berperkaran sudah maksimal
dan mau menggunakan cara mediasi dalam menyelesaikan kasus harta bersama
serta bersedia mengikuti terus.proses mediasi dalam pembagian harta bersama ini.
Proses mediasi sudah efektif dalam-menyelesaikan masalah, dalam penyelesaian
perkara pembagian harta responden membutuhkan jasa pengacara. Hasil mediasi ini
sebagian besar dinyatakan gagal dan penyebab gagalnya proses mediasi sebagian
besar karena adanya perbedaan prinsip pada para pihak yang berperkara. Apabila
proses mediasi gagal, maka responden memilih untuk melajuntkan sidang sesuai
pokok perkara namun ada juga yang memilih untuk melakukan musyawarah
keluarga.

Kata Kunci : Hukum, Islam, Pembagian, Harta, Bersama



ABSTRACT

The author is interested in taking the title Analysis of Shared Property
Distribution in Islamic Marriages (Study at the Pekanbaru City Religious Court in
2021). In this case, the author observes howsthe judge's consideration in the
decision on the distribution of joint property according to Islamic law, so that the
formulation of the problem in this study is as follows: 1. How is the distribution of
joint property.in Islamic marriages. 2. What is the view of Islamic law on the
judge's considerations regarding the'distribution of joint property after divorce.

The research method that the author uses'ds library research, namely
research by collecting data from books, legislation, and writings related to research
with data collection tools using interview techniques. The place of this research is
the Pekanbaru-Religious Court on Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah,
Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru City, Riau.

The results of this study are husband and wife who have been officially
divorced have the same rights to joint property, with an.equal distribution between
the two or based on an agreement between the two. The judge's consideration in
adjudicating cases regarding the distribution of joint assets refers to Article 35
paragraph (1) of Law Number 1 of 1974. Most respondents do not know about joint
assets, but know about the mixing of assets, most of the respondents also stated that
in joint assets there are inheritance from their parents but there is an agreement
about the assets of the parents" inheritance.”Respondents stated that the reason for
resolving disputes in the Religious Courts was so that problems could be resolved
fairly, but stated that if possible they would prefer the peaceful method, but did not
know about the “rules regarding the peaceful method in joint property cases.
Respondents stated that the peace efforts made by.the parties to the dispute were
maximal and were willing:to use mediation in resolving joint property cases and
were willing to continue to follow: the mediation process in the distribution of this
joint property. The mediation process has been effective in solving problems, in
resolving cases of distribution of property the respondent requires the services of a
lawyer. Most of the results of this mediation were declared failed and the cause of
the failure of the mediation process was largely due to differences in principles
between the litigants. If the mediation process fails, the respondent chooses to
continue the trial according to the main case, but there are also those who choose to
conduct family deliberations.

Keywords: Law, Islam, Division, Wealth, Together
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BAB |

PENDAHULUAN

selamanya emberi serta kebaha agi pasangan suami
istri yang bersangkutan. : ‘I I 2 menyatakan

perkawinan T g rnika akad yang sangat kuat

kekal, dapat diartikan bahwa pe uslah berlangsung seumur hidup dan
tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari

kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang

'Simanjuntak.P.N.H. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. (Jakarta: Djambatan, 2007).
Himn 37

’Rochaeti, Etty Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan
Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. (Jurnal Wawasan Hukum, Vol 28, No 1,
2013). Himn 651

*Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008).
Himn 2



berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak
dapat di tempuh lagi.Namun fakta membuktikan banyak faktor yang memicu
keretakan bangunan rumah tangga. Dengan putusnya suatu perkawinan maka
menimbulkan akibat hukum yang _merupakan-konsekuensidari hubungan antara
suami dan istri. Akibat hukum vyang ditimbulkan adalah hak asuh anak
(hadhonah), nafkah ‘iddah, damcmuf’ah, masa,idah istri, nafkah istri dan anak,
danharta bersama.”

Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dari atas putusan
Pengadilan (pasal 113 KHI). Putusnya perkawinan yang disebabkan karena
perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (pasal
114 KHI). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak (pasal 115 KHI). Perceraianyitu terjadi~terhitung pada saat
perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan (Pasal 123 KHI). Gugatan
perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah
hukumnnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan
tempat kediaman bersama tanpa.izin ‘suami..Perkara perceraian, jika perceraian
diajukan oleh pihak istri (Penggugat) maka perkara itu disebutnya sebagai perkara
“Cerai Gugat” atau yang disingkat CG. Sedangkan jika ternyata perkara
perceraian itu diajukan oleh pihak Suami (Pemohon), maka perkara demikian
disebut sebagai permohonan “Cerai Talak™ atau yang biasa disingkat menjadi CT.

Jadi, bagi istri yang berstatus sebagai Penggugat, maka surat yang diajukan

*Al-Jurjawi, Ali Ahad. Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum
Islam). Penerjemah, Hadi Mulyo dan Sobahus Surur. (Semarang: CV. Asy-Syifa. 1992). Himn 212



disebut dengan surat gugatan cerai talak, sebaliknya sang suami yang menyandang
status sebagai Pemohon, maka surat yang diajukan disebut sebagai surat
permohonan cerai talak.”

Pada saat perkawinan terjadi, maka antara suami isteri telah terikat dalam
sebuah keluarga didalam perkawinan setiap masing-masing pihak baik dari suami
ataupun isteri pasti mempunyai' harta yang,dibawa dan diperoleh sebelum
melakukan akad nikahdisebut sebagai harta bawaan. Harta yang dibawa masing-
masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan merupakanharta bersama yang
dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban.Ramulyo
menyatakan bahwa harta bersama merupakan hak kedua belah pihak. Walaupun
harta bersama tersebut diperoleh hanya dengan berbagai usaha suami yang
bekerja, sedangkan istri berada di rumah dengan, tidak mencari nafkah, melainkan
hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.®

Al-Qur’an, Sunnah dan Figh tidak terlihat adanya harta bersama dalam
suami istri, akan tetapi dalam Islam dikenal adanya pemisahan harta antara suami
dan istri, sebagaimana Surat /An Nisa ayat 12.yang berbunyi :’

b 85 s 150 4408 13 G (I8 HB7 05 gl 0 1 &9 k331 15 o il 4805

,,,,,,

Le% w94 o1 %o T g %o 'i"/i,gau;,;/i,'.u/ T T4 2 03 oh%d _ :l/g.wazt"f:'
22y (88 &3 3 1 Alg alal of ALS &g a0 OIS 57t ) g a s a3 (4 a5

>Simanjuntak, Op. Cit., HImn. 111

®Ramulyo, Mohammad Idris. Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2004).
HImn.28

"Departemen Agama Indonesia. Al Qur’an dan Terjemahan, Surat An Nisa’ Ayat 12
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Artinya :“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu; jika mereka tidak mempunyai. anak. Jika isteri-isterimu
itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuht wasiat yang mereka buat atau (dan)
seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai
anak, maka para isteri .memperoleh  seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah:dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah
dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang
saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis
saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi
wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah'dibayar hutangnya dengan tidak
memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian
itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, .dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Penyantun™.

Dalam ayat diatas, tidak dikenal adanya percampuran harta(gono gini) dari
suami dan istri, melainkan dijelaskan bahwa masing-masing suami istri memiliki
hak atas hartanya masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang aturan-aturan islam
tentang perkawinan, waris;. perceraian,harta dan lain sebagainya. Perkembangan
Kompilasi Hukum Islam selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden Rl Nomor 1
Tahun 1991 secara formal diberlakukan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum
positif di Indonesia.Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur mengenai
harta bersama atau harta gono-gini dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan
Dalam Perkawinan, dari Pasal 85 hingga Pasal 97. Singkatnya, apabila terjadi

perceraian antara suami istri (baik cerai mati ataupun perceraian yang dilakukan



dipengadilan agama) mengikat aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97
yang mengatur mengenai harta bersama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: (1) Apabila terjadi cerai mati,
maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (2)
Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya
hilang harus ditangguhkan sampail adanye’ kepastian matinya yang hakiki atau
matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. SedangkanPasal 97
menyatakan :Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidakditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ®

Penggugat memohon kepada Majeliss Hakim yang memeriksa dan
memutus perkara ini untuk membagi harta bersama dalam perkara aquo sesuai
ketentuan pasal 97 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ janda atau duda cerai
hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. ° Namun gugatan penggugat
tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka
gugatan penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Untuk itu perlu diteliti
lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan majelis hakim tidak mengabulkan
perkara, serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap putusan hakim dalam
pembagian harta bersama tersebut.

Dari uraian singkat latar belakang di atas,maka penulis tertarik untuk
mengambil judul : “Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan

Islam (Studi pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021) ”

®Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit.
° Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op.Cit., Pasal 97
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

yang menjadi masalah permasalahan dalam penelitian ini menurut peneliti adalah

@)
-
auANEY

yang hendak

=
o
jab)
e
=]
o
=
Q
ALY
> D
=0

perceraian.

2. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan untuk menambah dan memperluas pengetahuan
penulis dalam bidang Hukum Perdata khususnya mengenai Harta Bersama

2. Sebagai bahan masukan dan menambah atau memperluas pengetahuan

penulis mengenai konsep pembagian harta bersama
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3. Kegunaan dari tulisan ini adalah dapatmemperkaya khazanah pengetahuan

hukumkhususnya terkait dengan perkembangan konseppembagian harta di

Indonesia

mempersoa
Har a A ~lF arta lan istri selama
perkawinan. De ; a bersama b mengumpulkan

harta bersa )i aksanakan ke : agai istri dalam

dan hadis tidak ditemui konsep
tentang harta bersama dalamperkawinan. Hukum Islam hanya mengenal
pemisahan harta. Harta kekayaan istri menjadi milik istri dan dikuasai penuh

olehnya, harta suami milik suami dan dikuasai penuh olehnya.

1%Simanjuntak, Op.Cit., HImn. 109

“Mursyid, Ijtinad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah
Banda Aceh. (Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 2014). HImn. 323

“Thalib, S. Hukum keluargaan Indonesia. (Jakarta: Ul Press, 1986), HImn. 85

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35



Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tentang harta bersama, maka
penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (pasal 88 KHI)
yang mana, kekuasaan absolut Pengadilan Agama ialah disebutkan dalam pasal 49
dan 50 UU Nomer 7 tahun 1989, vaitu_perkara tentang.perkawinan, perkara
kewarisan,wasiat dan hibah, serta perkara wakaf dan shadagah. Dalam urusan
pembagian harta bersama, terdapat, dalam spasal 49 UU No 7 tahun 1989.
Pertanggung-jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga,
dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi,
dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi,
dibebankan kepada harta istri (pasal 93 KHI). Suami. atau istri dapat meminta
Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa
adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang
merugikan dan”membahayakan harta bersama,, seperti judi; mabuk, boros dan
sebagainya. Selama masa sita, dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk
kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama (Pasal 95 KHI).".

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .dan Kompilasi Hukum Islam
menegaskan bahwa yang menjadi objek dari-harta bersama hanya terbatas harta
yang diperoleh selama perkawinan. Tetapi menurut Harahap, bahwa untuk
menentukan objek harta bersama tidak sesederhana itu. Menurutnya, ruang

lingkup harta bersama sebagai berikut:*®

“Simanjuntak, Op. Cit. HImn 110

>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Op. Cit.

'®yahya Harahap. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun
1989. (Jakarta. Sinar Grafika 2009) Cet 5. HImn. 303
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a. Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama
perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi

objek hartabersama suami istri, sekalipun harta ataubarang terdaftar atas nama

a suami istri.
dibiayai dari
esudah terjadi

bangunan atau

penghasilanyang tumbuh dari harta pribadi. Dalam halini barang pokoknya

memang tidak bolehdiganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuhdari padanya
jatuh menjadi objek hartabersama.

Kompilasi Hukum Islam mengatur secara jelas mengenai porsi pembagian

harta bersama. Secara khusus, Pasal 97 yang berbunyi: “Janda atau duda cerai

hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
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ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”"’ Menurut Harahap pendirian yang
digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pandangan orientasi

makna perkongsian itu sendiri, sehingga suami istri dianggap sebagai pihak dalam

dapat dika
Pasal 87

(1) Harta asing-masing sua ! a yang diperoleh

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada
hartanya masing-masing.

2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan

keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

“Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit.
8y ahya Harahap. Op. Cit. HImn. 304
“Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op. Cit.
“1bid.

10



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Setelah diketahui apa saja yang menjadi harta bersama dan hutang bersama,

melakukan judi, mabuk-

mabukan, b penjualan atas

harta bersa Agama. 2
Penelitia engenai : akibat perceraian dalam

suatu perka ulu diantaranya

adalah :

pembagian harta gono-gini yang dapat ditempuh oleh hakim ialah secara bertahap,
hakim berusaha untuk mendamaikan, tetapi hal tersebut gagal, akhirnya hakim
melanjukan mediasi sampai tahap putusan. (2) Pembagian harta yang di putuskan
oleh hakim setelah menyimak darii hasil jawaban saksi maka hakim memutuskan

untuk membagi harta gono-gini secara rata. (3) Dasar petimbangan yang

21 bid

11
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digunakan hakim dalam memutuskan perkara No. 063/Pdt.G/2016/PA.Plp adalah
berdasarkan pada keterangan saksi, bukti surat serta bantahan dari tergugat.

Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta

utusan Hakim

s 1A Tanjung
Karang, B pulkan bahwa
Pertimbangsa /2017/PA.Tnk

merujuk pa al : y ahun 1974 “harta

memindahkan harta bersama e Pasal 8¢ 93 dan 97 Kompilasi Hukum
Islam).?
Sanny Miranda Putri (2021) berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak

Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan. Hasil

22Muhammad Nurman, Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Gonogini Di
Pengadilan Agama Palopo, Skripsi, (Palopo, IAIN, 2016), HImn 1

“Hilmi Yusron Rofi’i, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama
Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk Di
Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung), (Bandar Lampung, UIN Raden
Intan, 2019).

12


https://onesearch.id/Record/IOS6780.2047
https://onesearch.id/Record/IOS6780.2047

penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap bangunan harta
bersama yang berdiri di atas tanah harta bawaan milik suami dapat dilakukan
dengan pemberian uang kompensasi kepada istri sebesar 50% dari nilai bangunan
berdasarkan Pasal 97 KHI. Akan tetapi_perlindungan hukum tersebut sangat
rentan akan ketidakadilan karena tidak adanya dasar hukum yang mengatur lebih
lanjut terkait prosedur yang dapat ditempuh dalam membagi harta bersama berupa
bangunan di atas tanah hak milik suami. Adapun penyelesaian sengketa dapat
dilaksanakan -melalui 2 cara, yakni damai dan pengadilan agama. Apabila
ditempuh melalui cara damai, maka istri berhak memperolen kompensasi
seperdua bagian dari bangunan tersebut, sedangkan suami berhak atas tanah
tersebut ditambah seperdua bagian dari bangunan. Apabila suami dan istri tidak
sepaham dan tidak menghendaki lagi bangunan tersebut, maka kedua belah pihak
dapat menyepakati untuk merobohkan rumah tersebut, namun-apabila pihak suami
selaku pemilik tanah tetap ingin menggunakan bangunan tersebut, maka ia dapat
memberikan uang kompensasi kepada mantan istri sebesar seperdua bagian
haknya sesuai Pasal 97 KH1.%

Galih Satya Pambudi (2013) ‘berjudul Dasar dan Pertimbangan Hakim
Tidak Menerima dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini (Studi
Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang
Nomor:1766/Pdt.G/2011/ Pa.Mlg). Hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban
bahwa hakim melakukan kesalahan di dalam membaca isi sertifikat yang

dijadikan alat bukti dalam perkara tersebut. Harta yang seharusnya merupakan

*Sanny Miranda Putri. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan
Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan. Skripsi. (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2021).

13
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harta gono-gini diputuskan hakim sebagai harta bawaan. Penulis mencoba
melakukan kajian dan bahasan mendalam tentang putusan hakim tersebut

berdasarkan ketentuan mengenai harta gono-gini yang diatur dalam pasal 35

Bersama - - am. Tujua elitian ini untuk
mengetahu erbe ! ma dalam menurut
hukum po C i e en tode kualitatif
yaitu berdasarkan huk [ _- * -_ '1;'_' am. Ke an dalam penelitian
ini yaitu menury - r - / a b nasetelah perceraian

dibagi rata, J-masi ) 3 dan isteri sama.

E. Konsep Operasional
Agar penjelasan didalam penelitian ini lebih terarah dan lebih memiliki

makna, sesuai dengan hasil yang penulis inginkan, oleh karena itu penulis

% Galih Satya Pambudi. Dasar dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima dan Menolak
Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota
Malang Nomor:1766/Pdt.G/2011/ Pa.Mlg). Skripsi. (Malang, Universitas Brawijaya, 2013).

Dwi Anindya Harimurti Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif
dan Hukum Islam.( Jurnal Gagasan Hukum 03. No.02. 2021).

14
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memberikan beberapa batasan penelitian yang berhubungan dengan maksud dan
arti dari judul penelitian sebagai berikut :

1. Analisis yaitu 1. penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,

4. penjabaran
yang dimulai

Auyaa

3. u& ‘ ukum Islam dijelaskan bahwa
perkawinan adala Kahan, Ya ad yang kuat atau mitsagan
ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan

ibadah.

15
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4. Pengadilan Agama adalah Peradilan Negara Republik Indonesia yang

memiliki wewenang dalam menyelesaikan hukum perdata bagi umat yang

menganut agama Islam di Indonesia.”’

ec. Bukit

ini, penulis
mengguna

1. Jenis Pe

untuk mendeskripsikan atau me

paran tentang suatu objekpenelitian

secara objektif.

*’Roihan Ahmad Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persad, 2018). HImn. 12

16
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2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Yang beralamat

JI. Datuk Setia Maharaja JI. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya,

No Teknik
Kriteria Responden Sampel Pengambilan
Responden Sampel
1. | Hakim Pengadilan Agama 3 2
Pekanbaru Purposive
2 | Pihak Berperkara/ 45 25 Sampling

Pengacara

“Morissan, dkk. Metode Penelitian Survei. (Jakarta: Kencana. 2019). HImn.19

17




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Penulis mengambil sampel dari 3 orang Hakim di Pengadilan Agama

Pekanbaru. Dalam perkara ini maka penulis mengambil hanya 2orang untuk

dijadikan sampel dari jumlah populasi yang ada dengan metode wawancara serta

Bahan hukum sekunder menurut Sugiyono (2015;89) adalah data yang
diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau
yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. *® Biasanya sumber tidak

langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi, juga dapat

228ugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta,2015). HImn. 88
Ibid.

18
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diperoleh berupa hasil penelitian, makalah, jurnal, surat kabar, buku-buku

litaratur khusus yang berkenaan dengan objek penulisan ini.

5. Alat Pengumpul Datag

dilakukan oleh : i : tu ide dengan
caratanya | o] at dikerucu ah kesimpulan atau
makna dala : Dala aksans ara dimana penulis

sudah mem

perkumpulan data berupa buku,
c. Kuisioner
Kuisioner merupakan kumpulan dari beberapa pertanyaan tertulis dan

dijawab secara tertulis juga oleh responden dengan tujuan untuk memperoleh

1 bid.
#21bid.

19
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data-data yang akurat terhadap permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Data-data

tersebut akan diakumulasikan sehingga akan mendapatkan hasil yang akurat.

6. Analisis Data

dan sebagainya.
apa yang terjadi,
merencanakan kerjase erdasar ah dipahami tersebut.
Kesimpulan)  Penarikan
kesimpulan dilakukan untuf temuan baru yang sebelumnya
belum pernah ada dimana temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu

objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga sesudah diteliti menjadi

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

*bid.

20
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7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitiansini penulis menggunakan m

ode penarikan kesimpulan

21
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

an ke bahasa

dalah tiap-tiap

k. Jadi yang
dapat menjadi hak

diwariskan.®*

1. Apabila tidak diperjanjikan dan menurut ketentuan KUHPerdata, maka demi
hukum terjadi Persatuan Bulat antara harta kekayaan suami dan isteri.

2. Apabila diperjanjikan ada 2 (dua) hal:
a. Ekstrem (sama sekali tidak ada persatuan), artinya dalam hal ini harta suami

dan isteri terpisah sama sekali.

*Simanjuntak, Op. Cit.

22
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b. Tidak ekstrem (ada persatuan tetapi terbatas), banyak sekali variasi
persatuan terbatas akan tetapi yang diatur dalam KUHPerdata hanya 2 (dua)

yaitu persatuan terbatas untung dan rugi, persatuan terbatas hasil dan

perkawinan

persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu
dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Selanjutnya ayat (2)
menyatakan bahwa persatuan harta secara bulat ini tidak dapat dirubah atau
ditiadakan dengan persetujuan suami isteri.

Adapun rincian harta persatuan diatur dalam Pasal 120 dan Pasal 121

KUHPerdata yang meliputi:

23
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1. Segala harta kekayaan dari suami dan isteri, bergerak ataupun tidak bergerak
(tetap) sebelum dan pada waktu perkawinan dilangsungkan.

2. Segala harta kekayaan suami dan isteri, bergerak ataupun tidak bergerak (tetap)

persatuan tidak cukup maka huta dibayar dengan harta pribadi orang
yang membuat hutang. Sedangkan hutang pribadi dibayar dengan harta pribadi,
jika harta pribadi tidak mencukupi maka dibayar dengan harta persatuan karena
baik suami atau isteri berhak atas separo harta persatuan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikenal ada

3 (tiga) macam harta, yaitu harta suami, harta isteri (diatur dalam Pasal 35 ayat

(1), (2) Undang-Undang Perkawinan) dan harta bersama (Pasal 36 ayat (1), (2)

24
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Undang-Undang Perkawinan). Pengurusan harta persatuan menurut KUHPerdata
diatur dalam Pasal 124 ayat (1) KUHPerdata, dilakukan oleh suami. Hal ini

berpangkal pada Pasal 105 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suami

alam Pasal 140
ayat (3). ndang-Undang

Perkawinan

yang didapat selam perkawinan.

Sangat penting mengetahui status kepemilikan harta benda, agar jika terjadi
kematian atau perceraian antara suami istri mendapt kejelasan atas kedudukan
harta tersebut, harta yang mana menjadi hak istri dan apa yang menjadi hak suami,

demikian juga dengan harta peninggalan yang akan diwarisi ahli masing-masing.

25
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Mengenai harta benda dalam perkawinan ini diatur dalam Pasal 35 Undang-
Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :*

ng diperoleh se awinan menjadi harta

“‘\\\\\\“ 'o.

ibawa kedalam

perkawinan teta jjadi milik masing-masing sua harta bersama

bersama yaitu semua harta yang dipe dari hasil usaha mereka bersama sejak
saat awal perkawinan dilangsungkan tepatnya sejak akad nikah diucapkan sampai
terjadinya perceraian, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup, dan tidak

termasuk ke dalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang

**Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

®R. Febrina Andarina Zaharnika. Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa
Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif. (Jurnal Hukum Mimbar
Justitia. Vol. 7 NO. 2. 2021).

26
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bersumber dari hibah atau warisan ditujukan kepada para pihak dan harta tersebut
otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak menghendaki lain.*’

Harta bersama adalah seluruh harta yang dihasilkan didalam ikatan

yaitu harta

perkawinan,

1) Harta bersama agai ale ape ipa benda berwujud

atau tidak

4) Harta bersama dapat dijac
atas persetujuan pihak lain.
Terbentuknya Harta Bersama Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta bersama suami isteri hanyalah meliputi

%"Susanto, Happy. Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya
Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini. (Jakarta: Visimedia,
2008). HImn. 2

*®Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2006). Himn. 108

*Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit. Pasal 91
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harta — harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian
perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena cerai mati maupun

cerai hidup. Dengan demikian harta yang dipunyai pada saat dibawa masuk

kedalam perka i luar ama. Sehingga dapat

“‘!%wmh‘ 'P;

QD
QD
>
~~
k=]
=
o
QD
=3

-"%\Vé.\“?l

N
=

a. Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1),
menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama masa
perkawinan menjadi harta bersama”.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa
“sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi

harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan
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ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan Harta bersama ini,

selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan

suatu persetujuan antara suami istri’’;

sahwa “Adanya harta

yang dibawa
kedalam suati i : ) payah sendiri,
dan dapat i istri sebelum

atau sesuda

Artinya : “Dan janganlah kamu ir adap karunia yang telah dilebihkan
Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada
bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian
dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-

Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

0 Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Madju,2013).
Himn. 19
“IDepartemen Agama RI, Op. Cit. Ayat 32
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Avyat tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal
85,86,87.%

Pasal 85 KHI:

itu tidak menutup

LY

n dikuasai penuh

LS\ \ Y

i Jai hadiah atau

Penggunaan harta bawaan di atur dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang
tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa : ” Mengenai harta bawaan masing-
masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnnya untuk melakukan perbuatan

hukum mengenai harta bendanya. 43

“2 Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit.
“3 Undang-undang Perkawinan. Op. Cit.
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Di masyarakat dalam prakteknya harta bawaan ini dapat dibedakan
beberapa macam, yaitu :**
1. Harta peninggalan

e dalam perkawinan

oleh seseorang

harus dikuasai

.

./

\/
%
"‘

B. Tinjauan Umum Terhadap Unsur Pembagian Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan
bahwa harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta—harta yang diperoleh
selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan

tersebut putus, baik karena cerai mati maupun cerai hidup. Dengan demikian harta

“‘Hilman Hadikusuma, Op. Cit. HImn 21
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yang dipunyai pada saat dibawa masuk kedalam perkawinan terletak di luar harta
bersama. *° Sehingga dapat disimpulkan bahwa harta bersama suami isteri

bersumber dari :

1) Harta yang dibeli

5) Segala pe
6) Segala p
7) Segala penghas S n sebaliknya.

1. Syarat-syara

dan hukum-hukum lainnya,”. Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik
cerai mati maupun cerai hidup.*®

Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian

syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat

:Z Undang-undang Perkawinan, Op. Cit., Pasal 35
Ibid.
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separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.33
Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sukoharjo 93

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

cerai hidup masing-ma al ‘- o -L 2 dari harta b iMa sepanjang tidak

ditentukan laindala janjian kawin”.*’" Berdasa edua pasal tersebut,

berlangsung dab hal ini masuk kedalam peraturan perundang- undangan mengenai
perkawinan yang mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda didalam
perkawinan. Pada prinsipnya undang-undang ini mengatur bahwa harta benda

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

“"Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit. Pasal 97
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Pada dasarnya dalam Islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan
dalam perkawinan antara suami dan istri. Harta bersama pada awalnya berasal

dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Kebiasaan yang

perempuan fidz ah karena pe juga adanya
kemungkinan kerjasama & mi dar ":_ ) ari harta kekayaan.

Oleh karena itu jika a ebut dibagi menurut

Hukum Islam (KHI) juga terdapat pengaturan tentang harta bersama dalam
perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 85-97, yang berbunyi: Pasal 85 yang
menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup

kemungkinan adanya harta milik masingmasing suami atau istri”. *®

8 | bid.
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Mengenai status harta bersama juga diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan (2)

yaitu: Pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta

suami dan istri karena perkawinan dan Pasal 86 ayat (2) bahwa harta istri tetap

diaturdalam KHI pada pasal 89, 90 dan 92 yang berbunyi: Pasal 89 KHI mengatur

bahwa: “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun

55 51

hartanya sendiri.” “"Pasal 90 KHI mengatur bahwa: “Istri turut bertanggung jawab

menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.” Pasal 92 KHI

9 | bid.
1 bid.
*11bid.
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mengatur bahwa: “Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan
menjual atau memindahkan harta bersama.”

Dalam kitab-kitab figih tradisional yang ada di Indonesia, harta bersama
diartikan sebagai.harta kekayaan.yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka
diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta
bersama itu adalah harta yang-dihasilkan-dengan syirkah antara suami dan istri
sehingga terjadi percampuran harta yangsatu dengan yang lain dan tidak dapat di
beda-bedakan lagi. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini,
baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta bersama adalah
harta yang dimiliki bersama oleh suami istri yang mereka peroleh selama
perkawinan berlangsung. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah
yang ada memiliki pendapat bahwa harta bersama antara suami istri memang ada
dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.>* Dalam Hukum Islam,
harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum islam, karena
hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam Kitab fikih. Hal ini sejalan dengan
asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib
memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya
untuk anak dari istrinya dari harta suami itu sendiri.

Harta Bersama dalam Islam lebih identik digiyaskan dengan Syirkah

abdan mufawwadhah yang berarti kerjasama dalam hal tenaga hingga tak terbatas.

2 Abdul Azis Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2003).
HImn.133
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Meskipun harta bersama tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi
keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini
didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat
Indonesia, sama-sama bekerja;. berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup
keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk tabungan untuk masa tua mereka.

Pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak
menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan
dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran
antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

Harahap menyatakan bahwa perspektif hukum Islam tentang harta gono-
gini atau harta-bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam
rub’u mu’amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini
mungkin disebabkan karena,pada umumnya pengarang Kitab-kitab figh adalah
orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi
ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut syirkah. Oleh
karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian
atau syirkah atau yang disebut dengan kerjasama.>®

Hamid menyatakan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam
dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa hukum Islam
mengatur sistim terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang
bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian

perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua

*% Yahya Harahap, Op. Cit. HImn 78
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untuk membuat perjanjian perkawinan yang dikenal dengan perjanjian pranikah

dan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya

mengikat mereka secara hukum.>*

pasangan s
suami istri a akan mem _- . -_ agi pasanga stri bila terjadi
proses percera - ‘
Islam juga
perkawinan

yang diberik

Tuhan menciptakan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya yaitu
dilengkapi dengan akal agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai
dengan aturan aturan dalam rangka menjaga kemuliaan dan martabat manusia®®

(Sayyid Sabig, 2007), termasuk aturan mengenai perkawinan. dijelaskan

** Hamid, Zahri. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan
di Indonesia. (Jakarta : Kencanal998). HIm 189.

%> Ahmad Azhar Basyir. Hukum Perkawinan Islam. (Yogyakarta: Ull Pers, 2004). HImn. 34

*® Sayyid Sabig, Figih Sunnah. (Bandung : Al Ma’arif. 2007). HImn. 22
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sebelumnya yang dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang “laki-laki” dengan seorang “perempuan’”.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” artinya adalah akad

ajiban antara laki-laki

Perka ga diung ¢ 0 gholiidhon” atau
ikatan janji ya ) 3 3 Juran surat An-
Nisa’:21.Selainn akan a te Ira menggunakan kata
“zawwaja” sal dari | S ena perkawinan

menjadikan sese il i} an sebagaima an-Nya dalam Al-

ngs\jysi. agta Y& : ﬁ‘éﬂj‘ﬁ‘&@‘@@

549 (slelad 2 w5805
telah menjadikan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan
pasangannya lalu dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan
perempuan yang banyak.”.>” (Depag RI,AlQuran dan terjemahannya, 2007).
Agama Islam sebagai pandangan hidup mengatur cara hidup penganutnya

dengan kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rosul

> Departemen Agama RI. Op. Cit.
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diantaranya tentang perkawinan dan keluarga, sehingga memberikan bentuk yang

khas dari perkawinan dalam keluarga muslim bentuk khas tersebut antara

perkawinan poligami yang terdapat dalam Islam.

untuk

nilai ideal (hakekat) yakni : pe ata-mata merupakan fungsi hidup
manusia sebagai khalifah di bumi dan mengandung nilai-nilai struktural yakni
pernikahan merupakan tanda kepatuhan dan ketaatan muslim terhadap syari’at
Islam serta mempunyai aspek-aspek dalam kehidupan manusia yakni untuk
memberikan dasar kesucian dalam pergaulan hidup antara laki-laki dan

perempuan.
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Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP),
dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Tujuan perkawinan ada V3 gia dan kekal. Untuk
itu suami asing-masing dapat

al kesejahteraan

kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting

dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan

%\Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan
Figih dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011). HImn. 23

**Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta: Graha llmu, 2011),
him. 7
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dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar
pencatatan.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh
yang bersangkutan karena hukum darie" agama.. yang bersangkutan
mengizinkannya, Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun
demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun
hal itu dikehendaki  oleh pihak-pihak yang “bersangkutan, hanya dapat
dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh
pengadilan.

4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak
jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. tanpa berakhir dengan perceraian,
dan mendapat keturunan yantg baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya
perkawinan antara calon /suami, istri- yang.'masih di bawah umur, karena
perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka
untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya
perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas
umur yang lebih rendah bagi seorang. wanita untuk kawin, mengakibatkan laju
kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih
tinggi, berhubungan dengan itu, maka UndangUdang Perkawinan ini
menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah
19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk

mempersukar tejadinya perceraian. Untuk memungkin perceraian harus ada
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alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta
harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan

Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.

Hak dan kedud iradalah seimbang de dan kedudukan suami

berikut:®
a. Asas sukare
b. Partisipas

c. Perceraia

itu  menurut

2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan
kepercayaan masing-masing.

3. Asas monogami.

4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.

5. Mempersulit terjadinya perceraian.

9Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan
Bintang, 2011), himn 31
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6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

b. Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum, Islam juga memiliki asas hukum di dalamnya, berikut

Pencatat  Nike enanyakan lebih dahulu : alon mempelai di
hadapan dua saksi nikah. Bila tidak dis ah seorang calon

mempela

iy disay yejepe il udwnyo(]

Merupakan asas kekeluargaan—a bersamaan yang sederajat, hak dan

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

kewajiban Suami Isteri: (Pasal 77 KHI). Suami menjadi kepala keluarga, istri
menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79
KHI).

4. Asas untuk selama-lamanya.
Akad yang sangat kuat untuk menaati perintah: Pasal 2 KHI Allah dan

menjalankan ibadah.
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5. Asas kemaslahatan hidup

Pasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

perkawi

1. Asas
2. Asas kebe

3. Asas ke

Kata Taklik talak berasal da ata yaitu taklik dan talak, dari segi
bahasa taklik berasal dari kata (&l <) yang mempunyai arti “menggantungkan”.
Sedangkan kata talak berasal dari kata bahasa Arab yaitu (&'b) yang artinya

melepaskan atau meninggalkan.®*Mughniyah menyatakan berkaitan dengan waktu

'Mahmud Yunus. Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/
Pentafsiran Al-qur*an, 1990). HIm. 227
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yang akan datang atau waktu tertentu, maksudnya talak itu akan jatuh apabila
syaratnya telah dilanggar.®

Selanjutnya taklik talak diartikan suatu talak yang digantungkan jatuhnya
pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu.dan jika hal atau syarat yang telah
diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil
inisiatif ‘untuk talaq oleh istri;: Kalau 'ia; menghendaki demikian itu. Tetapi
berkaitan dengan waktu yang akan datang atau waktu' tertentu, maksudnya talak
itu akan jatuhapabila syaratnya telah dilanggar. Dari beberapa pengertian di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan
pada suatu yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian,
setelah akad nikah.

Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam dinyatakan perjanjian perkawinan
adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang
dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada
suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Definisi
perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kempilasi Hukum Islam lebih
bersifat universal-konsepsional wyang “berarti- tidak mencampur-adukkan antara
kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan
yang sifatnya permanen dan universal.

Perjanjian Perkawinan dalam KHI terdapat dalam BAB VII yang di
dalamnya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 dan

Pasal 46 yang berbunyi: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian

%2 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab. (Jakarta: Lentera, 2001). him. 37.
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perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik Talak, (2) Perjanjian lain yang tidak
bertentangan dengan Hukum Islam.®® Adapun mengenai penjelasannya adalah
kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan
kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat.diartikan persetujuan
antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk
berbuat sesuatu).

Perjanjian bisa juga diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji menaati apa yang
tersebut dalam. persetujuan itu. Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang
diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah
berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin
terjadi di masa yang akan datang.

Pasal 46 KHI berbunyi; (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan
Hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-
betul terjadi dikemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak
sungguh-sungguh jatuh, istri. harus mengajukan.persoalannya ke pengadilan
agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan“suatu perjanjian yang wajib diadakan
pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak
dapat dicabut kembali.® Dari ketentuan perjanjian perkawinan yang termuat
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 ayat (2) bahwa perjanjian lain yang tidak
bertentangan dengan Hukum Islam terdapat kaitannya dengan perjanjian yang ada

dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengemukakan bahwa undang-undang telah

ZiTim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit. Pasal 46
Ibid.
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menentukan 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perikatan atau
perjanjian dianggap sah yaitu: ®

a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri

HukumIslam an te r-unsur yang
sama dengan pe an dalan : 1 _dalam perjanjian

taklik talak me ai pe ‘;: dengar ::— j ada umumnya dalam hal

sehingga menurut istri dapat menggugat suami ke pengadilan negeri untuk
menuntut hak-haknya yang telah dilanggar oleh suami tersebut sesuai bunyi dari
taklik talakyangada. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa taklik talak itu adalah

sebuah perjanjianyangtelah disepakati bersama baik oleh suami ataupun oleh istri .

®°Simanjuntak. Op. Cit. Pasal 1320
®Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit. Pasal 46 Ayat 3
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D. Tinjauan Umum Mengenai Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Lokasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama Pekanbau beralamat JI. Datuk Setia Maharaja JI. Parit

Mahkamah Syari’ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan
atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur,
Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi,
Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara
resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah

Syari’ah Pekanbaru.
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Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/
Mahkamah Syari’ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah
berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 dite-
tapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama.Pekanbaru. Dengan demikian pada
saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun.

Pada awal beroperasinya,-Pengadilan jAgama atau Mahkamah Syari’ah
Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kan-
tor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota.
Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar
tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah Kantor dengan menyewa
rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar
tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan
menumpang dikantor Dinas-Pertanian Pekanbaru, Kota dan-pada tahun itu juga
K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan
Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pen-
gadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan
Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke
Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang
pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris.

Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan
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Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi
hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama

Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988—1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H.

(2009-2010) Sl Ticglge 012 H . Abu Thalib

Zisma (2012-2( ] 2019), Drs. H.
Darmansy an, S.H. 2 sman, S.H., M.H.
(2020 - 202 :

Pada saat kepemimpi 3 ‘ : dipegang oleh Drs.

Jama Pekanbaru

baru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan
menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama
Pekanbaru sangat naif, namun dariwaktu ke waktu citra tersebut semakin mem-
baik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan
membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa

dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek
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Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Her-
man Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada

Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama

yang sejaja

memerluka
lan di Indon

Berda

Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara
resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah
Syari’ah Pekanbaru.

Dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah
Syari’ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas

dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai
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hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini
Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun. Pada awal beroperasinya,
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah Pekanbaru hanya menempati sebuah
kamar kecil yang-berdampingan.dengan kantor KUA Kota. Praja Pekanbaru di
Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Meubeller yang tersedia hanya satu
meja panjang. Kemudian sekitar ‘tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru
berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi
Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama
Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekan-
baru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal
dunia tanggal 2-Januari1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan
Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yangsebelumnya sebagai
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pen-
gadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan
Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke
Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang
pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris.
Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan
Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi
hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama

Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988—1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H.
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(1994-1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998-2001), Drs. Zein
Ahsan (2001-2004), Drs. Harun S, S.H. (2004—2006), Drs. Syahril, S.H., M.H.

((2006—- 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 —2009), Drs. Taufik Hamami

berpindah k

kepemimpi

Zisma Tah

baik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan
membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa
dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek
Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H.
Herman Abdullah, M.M.; yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian

kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan
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nery wejsy sej

Agama ke dalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan

Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap

dibawah Mahkame ‘ ‘ ilan lainnya, memang
secara ‘ ‘ !“‘ .03 ‘

j : ian se ﬁ araan antara
" 4

1.
2. Waris,

3. Wasiat,
4. Hibah,

5. Wakaf,

6. Zakat,

7. Infaq,

8. Shadagah,

9. Ekonomi syari’ah.
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b. Fungsi Pengadilan
Selain tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

atas pelaksanaan

tugas dan tingka : anitera Pengganti, dan

Jurusita/  Jurusita .Q ajarannya agar  peradilan

diselenggarakan dengan ‘ : a (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4

dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan
administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor
KMA/080/V111/2006).

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum

Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide :

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).
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e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis

dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan

umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ V111/2006).

ari keadilan;

Pengadilan,dlam perbedaannya de s perkara atau jenis Pengadilan atau
tingkat Pengadilan lainnya.Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di

kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.®’

%7 Asasriwarni dan Nurhasnah. Peradilan Agama di Indonesia. (Padang: Hayfa Press, 2006).
Himn. 151
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Kompetensi absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan yang
berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa,

tentang Perubahal : n 19 2ntang Peradilan
Agama ya
1. Perkawi
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;

7. Infaq;

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan
dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam
perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan
pengadilan. dalam perbedannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau

tingkatan pengadilan lainnya, misalnya : Pengadilan agama berkuasa atas perkara

% Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), himn. 98
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain islam

menjadi kekuasaan peradilan umum.Pengadilan agamalah yang berkuasa

memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung

islaman ya dapat ditund - ngan peradilan
agama, ha

kehakiman er: agama 1k h.pengadilan agama

% Chatib Rasyid, Syaifuddin. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada
Peradilan Agama, (Yogyakarta : Ull Press, 2009). HImn.27-28
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BAB 111

PEMBAHASAN

dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya

Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri
setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus

merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada

"®Departemen Agama Islam RI. Op Cit.
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suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah
SAW:"

Dari Amru’ bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa
Rasulullah SA ersabda: “Perdamaian 3 n._boleh di antara kaum

bekerja da arang-bara leng ereka berdua,
maka ketika me erdu akukan percers epakat bahwa istri
mendapatka a /ang ada, sed: dapatkan 60 %, atau

istri 55 % da - 3 an pe / anya diserahkan

Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan
50%, seperti dalam KHI di atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa
dipertanggung jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta

harta bersama adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri.

" HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Tirmidzi
"2Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit. Pasal 97
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Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang

mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama,

biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja. Namun masalahnya,

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
(Orang) (%)
1 | Pria 10 40,00
2 | Wanita 15 60,00
Jumlah 25 100

Sumber : Data Olahan

"pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Op. Cit.
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Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar rersponden adalah wanita yaitu
sebanyak 15 orang atau 60%. Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan

usia, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

a*
No <>
T
1 b tz
2 ahun
: ¢
4
5
Sumber : Da

Berda: > 40 tahun yaitu

sebanyak 6 24%. Jumlah

responden be

\ﬁ\i‘s\%‘ﬁé‘%

N S

No Persentase
(%)
1 |S2 8,00
2 |S1 64,00
3 | SMA 24,00
4 | SMP 4,00
Jumlah 25 100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan pendidikan terakhir, sebagian besar rersponden berpendidikan
S1 yaitu sebanyak 16 orang atau 64% dengan demikian tingkat pendidikan
responden cukup tinggi. Selanjutnya jumlah responden berdasarkan pekerjaan,

dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.4.
Responden Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Frekuensi Persentase
(Grang) (%)
1 | PNS/TNI / 16,00
5 .
3
4

orang atau
Untu : i ar an menc A an harta bersama,

dapat dilih

No Persentase
(%)

1 48,00

2 52,00
100

Berdasarkan tanggapan apat dilihat bahwa sebagian besar
responden yaitu sebanyak 13 orang atau 53% menyatakan tidak mengetahui,
sedangkan 12 orang atau 48% menyatakan mengetahui. Kondisi ini menunjukkan
bahwa perbandingan responden yang mengetahui tentang harta bersama hampir
sama dengan jumlah responden yang tidak mengetahui.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah responden mengetahui tentang

percampuran harta, dapat dilihat dari tanggapan responden berikut ini:
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Tabel 3.6.
Tanggapan Responden tentang Percampuran Harta

No Keterangan Frekuensi Persentase
(Crang) (%)
1 | Mengetahui Q 76,00

selama perkawinan merupa

hadiah atau warisan yang disebut hibah” ™

24,00

akan “harta yang
jadi suami dan

Jersama sedangkan harta bawaan dari
masing-masing suami dan isteri biasanya diperoleh masing-masing sebagai

Sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama dan harta perolehan

menurut Bapak Drs. Mukhtar, SH., MH.,:"®

"Hasil wawancara dengan Drs. Abd. Rahman, M.H., Hakim Anggota di Pengadilan Agama

Kota Pekanbaru, Tanggal wawancara 11 April 2022
751 ;
Ibid.

’® Hasil wawancara dengan Drs. Mukhtar, SH., M. H, Ketua Majelis Hakim pada

Pengadilan Agama RI Kota Pekanbaru. Tgl 11 April 2022
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“. .. harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami
maupun istri. Harta bersama tersebut berada di dalam kekuasaan suami dan
istri secara bersama-sama sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan
persetujuan kedua pihak.”

Terkait harta be

ma, penulis kemudian menanyakan apakah dapat harta

Persentase
(%)

84,00
16,00

100

Tanggapan Responden tentang Kesepakatan atas Harta dari Warisan

No Keterangan Frekuensi Persentase
(Grang) (%)
1 | Ada 22 88,00
2 | Tidak Ada 3 12,00
Jumlah 25 100

Sumber : Data Olahan
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Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar
responden vyaitu sebanyak 22 orang atau 88% menyatakan ada kesepakatan
tentang harta dari warisan orangtua. Hal ini menunjukkan bahwa terkait dengan
harta warisan yang diperoleh dari.orangtua, para pihak berperkara sudah memiliki
kesepatakan tersendiri. Kondisi ini dipertegas oleh pihak Pengadilan Agama,
berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“Untuk harta perolehan itu sendiri biasanya harta yang diperoleh suami atau

istri selama masa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris.

Seperti -harta bawaan, masing-masing suami dan istri juga memiliki

kekuasaan pribadi atas harta perolehan tersebut. Masing-masing suami dan

istri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang diperoleh dari hadiah,
warisan, atau hibah. Kecuali hal itu dapat diadakan oleh suami istri dengan
persetujuan masing-masing perjanjian perkawinan.™"

Pembagian harta bersama hendaknya memperhatikan.prinsip keadilan.
Untuk mengetahui apa alasan para pihak berperkara dalam menyelesaikan
sengketa harta bersama di Pengadilan Agama, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9

Tanggapan Responden tentang Alasan Menyelesaikan
Sengketa di Pengadilan Agama

No Keterangan Frekuensi Persentase
(Orang) (%)
1 | Supaya lebih jelas permasalahan 2 8,00
2 | Supaya cepat selesai 1 4,00
3 | Supaya lebih adil 22 88,00
Jumlah 25 100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar
responden yaitu sebanyak 22 orang atau 88% menyatakan alasan menyelesaikan

sengketa di Pengadilan Agama agar masalah dapat diselesaikan secara adil.

"bid.
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Melalui persidangan maupun mediasi diharapkan setiap pihak yang berperkara
bisa mendapatkan keadilan. Penulis sudah memastikannya dengan mewawancarai
Hakim pada putusan ini yaitu Bapak Drs. Abd. Rahman, M. H yaitu : "

“Terkait pcmenuhan prinsip keadilan dalam putusan ini sudah benar adanya

prinsip-keadilan karena kami beranggapan bahwa keadilan sebenarnya

hanya milik Allah SWT, dan kami hanya melaksanakannya secara atuaran
yang berlaku yaitu seseuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam,

Karena kami takut atas pertanggung jawaban nanti diakhirat kelak.”

Dari tanggapan penulis terhadap pembagian harta bersama dalam Putusan
ini memang sudah menerapkan prinsip keadilan tetapi kembali lagi dengan
keputusan antara kedua belah pihak suami dan istri karena yang mengetahui lebih
rinci akan harta yang mereka miliki yaitu mereka sendiri.

Selain menyelesaikan masalah sengketa harta bersama melalui persidangan,

pihak berperkara juga dapat menyelesaikan secara damai. Bagaimana tanggapan

responden mengenai hal ini,dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10.
Tanggapan Responden tentang Penyelesaian Melalui Upaya Damai
No Keterangan Frekuensi Persentase
(Orang) (%)
1 |Ya 24 96,00
2 | Tidak 1 4,00
Jumlah 25 100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar
responden yaitu sebanyak 24 orang atau 96% menyatakan jika memungkinkan
lebih memilihi cara damai. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak berperkara

tidak menginginkan adanya perselisihan, sehingga lebih memilih upaya damai.

"®Hasil wawancara dengan Drs. Abd. Rahman, M.H., Op. Cit.
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Kemudian untuk mengetahui apakah ada unsur paksaan dalam upaya damai ini,
dapat dilihat dari jawaban responden :

Tabel 3.11.

Tanggapan Responden tentang Unsur Paksaandalam Upaya Damai

responden
dalam upa

bahwa masing-n

Upaya dama c i 3 1a,Sudah diatur dalam

engetahui tentang

an Cara Damai dalam

Perkara Harta Be a No 1 Tahun 2016)

No Keterangan Frekuensi Persentase
(Grang) (%)
1 | Mengetahui 7 28,00
2 | Tidak Mengetahui 18 72,00
Jumlah 25 100

Sumber : Data Olahan
Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar

responden yaitu sebanyak 18 orang atau 72% menyatakan tidak mengetahui
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tentang peraturan mengenai cara damai dalam perkara harta bersama. Hal ini
menunjukkan bahwa terkait dengan cara damai dalam perkara harta bersama

masih banyak pihak yang mengetahuinya. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi

Persentase
(%)

88,00
12,00

100

agar kedua pihak dapat mencap

akat. Kemudian untuk mengetahui

apakah kedua pihak berperkara merasa nyama dengan hasil dari upaya damai.

Tabel 3.14.
Tanggapan tentang Kedua Pihak Merasa Nyama dengan Hasil Upaya Damai
No Keterangan Frekuensi Persentase
(Crang) (%)
1 |Ya 24 96,00
2 | Tidak 1 4,00
Jumlah 25 100

Sumber : Data Olahan
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Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar
responden yaitu sebanyak 24 orang atau 96% menyatakan merasa nyaman dengan

upaya damai yang telah dilakukan, hal ini karena penyelesaian perkara secara

Persentase
(%)

88,00
12,00

100

cara mediasi ini diharapkan kedt Japat mencapai kata sepakat dengan
lebih adil dan lebih sesuai dengan harapan kedua pihak berperkara.

Proses mediasi, membutuhkan kesungguhan dan keseriusan kedua belak
pihak dalam mencapai kata sepakat terkait harta bersama ini. Bagaimana

tanggapan responden dapat dilihat pada tabel
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Tabel 3.16.

Tanggapan Responden tentang Keterlibatan Semua Pihak

dalam Proses Mediasi

No Keterangan

Frekuensi

Berdasarkan tanggapan

Persentase

Persentase
(%)

88,00
12,00

100

dapat dilihat bahwa sebagian besar

responden yaitu sebanyak 22 orang atau 88% menyatakan bahwa proses mediasi

dalam pembagian harta bersama ini sudah efektif dalam menyelesaikan masalah.

Melalui proses mediasi, pihak-pihak berperkara diajak untuk menyelesaikan

perkara dengan cara damai sehingga masalah tidak berlarut-larut.

Penyelesaian perkara harta bersama yang berlarut-larut dapat menimbulkan

konflik yang lebih banyak dan lama penyelesaiannya. Jika perkara harta bersama
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tidak bisa diselesaikan dengan upaya damai, musyawarah atau mediasi maka
pihak berperkara membutuhkan pengacara untuk membantu menyelesaikan

perkara ini. Bagaimana tanggapan responden mengenai hal ini, berikut

jawabannya.

No
1
2
Sumber : Da
a sebagian besar
responden 2 mereka dalam
penyelesaia
membutuhkan jasz ara : perkara bisa lebih
cepat dan tuntu itu ada responden
yang menyatakan ilkan kasus tersebut
kepada pengacara. Sec ilih menyerahkan perkara

kepada pengacara karena kurangp permasalahan harta bersama ini.
Setelah melakukan proses mediasi dan ternyata upaya tersebut gagal, apa

akibat hukum dari keadaan ini, dapat dilihat dari tanggapan responden.
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Tabel 3.19.

Tanggapan tentang Akibat Hukum/Hasil dari Proses Mediasi

No Keterangan Frekuensi Persentase
(Crang) (%)
1 A
2
3
Sumber :
responden
mediasi ya
mediasi ti
mengetahui dari tanggapan
berikut ini:
No Frekuensi | Persentase
(Crang) (%)
1 | Parapihak t 1 4,00
2 | Perbedaan prinsi C t i 16 64,00
3 | Tidak ada itikad baik da 2 8,00
4 | 1,2,3 benar 6 24,00
Jumlah 25 100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar

responden yaitu sebanyak 16 orang atau 64% menyatakan penyebab gagalnya

proses mediasi adalah adanya perbedaan prinsip pada para pihak yang berperkara

sehingga tidak mencapai titik temu dalam menyelesaikan permasalahan. Lalu
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bagamana sikap responden apabila mediasi yang dilakukan ternyata gagal, dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.21.
pan. tentang Upaya Jika Proses Mediasi Gagal

Persentase
(%)

karena konflik rumah tangg asangan suami isteri yang tidak bisa
dipertahankan perkawinannya sehingga terjadi perceraian. Setelah terjadi
perceraian dari kedua pasangan suami isteri kemudian salah satu pihak
meminta untuk pembagian harta bersama namun kedua belah pihak tidak
mau dibagi secara damai ataupun melalui cara mediasi, karena Pengugat dan
Tergugat berkeyakinan lain mengenai harta yang di gugat. Ada yang
berpendapat bahwa harta tersebut bawaan sebelum mereka menikah dan ada
juga yang berpendapat bahwa harta tersebut adalah pembelian setelah
mereka menikah yang akhirnya permasalahan tersebut diajukan ke PA
dengan harapan harta bersama tersebut dapat dibagi secara adil”

"Hasil wawancara dengan Drs. Mukhtar, SH., M. H, Op. Cit.
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B. Pandangan Hukum Islam atas Pertimbangan Hakim pada Putusan
tentang Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian

Harta bersama adalah keseluruhan harta yang dihasilkan baik suami atau

istri didalam perkawinan, baik harta benda berge dan tidak bergerak dan

perkawina akan menjadi harta be

ali bentuk pemberian khusus kepada
salah satu istri atau suami. Apabila terjadi perceraian maka akan terdapat akibat
hukum salah satunya adalah harta bersama. Harta bersama menjadi hak suami dan
istri sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda

berhak setengah dari harta bersama yang telah didapatkan didalam

8Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta, Rajawali Press 2015). HImn.
57
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perkawinannya. Apabila syirkah antar suami dan istri tersebut berakhir, baik
berakhir dengan perceraian atau dengan kematian, maka harta yang telah

dihasilkan didalam syirkah tersebut dibagi sesuai dengan bagiannya masing-

asus perdata,

AL

, M.H, adalah

A\ &

dalam arti kata
an kepada hakim
hak yang berperkara

hambatan dan rintangan untuk dap ya peradilan (Pasal 4 ayat 2 UU No
48 Tahun 2009).%
Dalam hukum Islam, banyak metode untuk mencari ketetapan hukum pada

masalah-masalah baru. Akan tetapi pada masalah ini, penulis hanya ingin

membahas al-maslahah al-mursalah sebagai salah satu pisau analisisnya. Karena

8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Liberty, 2013).
Himn.112
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undang-undang baik yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam atau dalam
KUHPer merupakan hukum yang berasaskan kemaslahahtan atau kemanfaatan.
Sehubungan dengan hal kemaslahahtan, maka dalam penetapan pembagian harta
bersama kita dapat menggunakan.metode al-maslahah al-mursalah.

Mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara harta
bersama telah penulis simpulkanbahwa Majelis,Hakim telah menyarankan kepada
para pihak untuk berdamai dengan diadakannya tahap mediasi. Namun tidak
berhasil, atau dengan kata lain para pihak menolak untuk berdamai.

Upaya-upaya yang dilakukan hakim dalam penyelesaian masalah pembagian
harta bersama pada kasus ini, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang
Ketua Majelis.Hakim yaitu Bapak Drs. H. Mukhtar, SH., MH., sebagai berikut:*

“Pada persidangan yang pertama, sebelum pembacaan gugatan oleh
penggugat, kami dari pthak Hakim melakukan mediasi, dengan memberikan
nasehat kepada penggugat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian
harta bersama dengan cara musyawarah. Karena musyawarah adalah jalur
perdamaian untuk menghindari pertikaian atau permusuhan antara saudara
sesama muslim.”

Upaya yang dilakukan para hakim tersebut, sesuai dengan firman Allah. Swt
yaitu ;%

A &) Lagn 4 (3835 AsLia) 15 5 CIFGIAT A LA § 4tk (a Lasa | haild Lagls (sl 2344 ()
1504 Lale G8
Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

8Hasil wawancara dengan Drs. H. Mukhtar, SH., M. H, Ketua Majelis Hakim pada
Pengadilan Agama RI Kota Pekanbaru. Tgl 12 April 2022
#Departemen Agama RI. Op. Cit.
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niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Apabila ada permasalahan diperintahkan untuk berdamai dengan mengutus
juru damai, yang mana perdamaian -itu sangat dianjurkan karena untuk
menghindari pertikaian dan permusuhan atas pihak-pihak. Apabila dapat
didamaikan, maka Allah akan-memberrtaufig‘pada-mereka yang berdamai.

Selanjutnya apa saja tindakan Majelis Hakim dalam melaksanakan
pemeriksaan perkara pada kasus ini, berikut hasil wawancara penulis dengan
Bapak Drs. H..Mukhtar, SH. MH. ;%

“Setelah proses mediasi, kami tetap melanjutkan proses pemeriksaan
perkara dengan memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat/Tergugat
untuk membacakan gugatannya. Setelah Majelis Hakim telah meneliti dan
mempelajari gugatan  Penggugat/Tergugat. -Majelis' Hakim dalam
pertimbangan hukumnya memutuskan untuk memastikan objek sengketa,
Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Desember
2021 yang dihadiri oleh-Para pihak. Hasil, sidang pemeriksaan setempat
adalah Majelis Hakim menyatakan: bahwa objek sengketa sesuai dengan
yang disebutkan Penggugat/Tergugat dalam guogatannya. Dan pihak
Tergugat/Penggugat juga telah membenarkannya.”

Adapun hal-hal"apa saja yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam
perkara ini, berdasarkan hasil'wawancara meliputi poin-poin berikut ini:

“Setelah proses pemeriksaan perkara dan mendengarkan gugatan masing-
masing pihak tersebut, yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini
adalah sepakat untuk tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai gugatan
Penggugat pada posita poin 4 (empat) dan poin 6 (enam) dengan petitum
pada poin 2 (dua) yang berkaitan dengan harta bersama yang terkait dengan
Badan Usaha Jasa Pengamanan diberi Nama PT. PPW (Praja Putra Wangsa)
yang terkait dengan penghasilan dan keuntungan, demikian juga usaha
catering yang terkait dengan penghasilan dan keuntungan, halmana menurut
Majelis tidak terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpedapat dalam hal

#1bid.
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ini gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ataupun tidak
dikabulkan.”®

Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Pembagian Harta
Bersama Pasca Perceraian, bahwasanya hakim adalahwakil Allah di Bumi, yaitu
bertugas untuk memberikan keadilan kepada pihak yang bersengketa. Mengingat
kedudukan hakim didalam proses peradilan adalah sebagai perpanjangan tangan
dari penguasa untuk menyelesaikan permasalahansyang berhubungan dengan
keadilan terhadap pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu segala sesuatu yang
dalam putusan-hakim pada saar proses peradilan mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat atas keduabelah pihak yang bersengketa.

Dalam kaidah yang artinya kedudukan pemimpin terhadap rakyatnya adalah
seperti kedudukan wali terhadap.anak yatim®®yang-mana hakim penguasa atau
pemimpin didalam proses peradilan, hakimmempunyai kekuasaan penuh untuk
memutuskan suatu perkara dalammewujudkan keadilan.

Jika ada kasus yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak ada
buktinya, hakim harus berusaha berijtihad sesuai dengan kaidahkaidah syar*i dan
ijtihad hakim tersebut dianggap benar dan mempunyai kekuatan hukum. Apabila
ijtihadnya benar maka hakim mendapat pahala dua dan apanila ijtihadnya tidak
benar maka mendapat pahala satu, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:

“Dari Abu Bakrah. R.A berkata: bahwa dia pernah mendengar Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Jika seorang hakim berijtihad dalam
menetapkan suatu hukum, ternyata hukumnya benar, maka hakim tersebut
akan mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam

85 :
Ibid.
8 Abdul Mujib. 1lmu Pendidikan Islam. (Jakarta, Kencana, 2001). Himn 47
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menetapkan suatu hukum, namun dia salah, maka dia akan mendapatkan

satu pahala”. 8

Alasan Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat berdasarkan

hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abd. Rahman;M.H.;.adalah 88

“Objek sengketa pada poin 4 dan poin 6 berupa (rumah dan.mobil) masih
diagunkan, sedangkan yang terkait dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan
diberi“Nama PT. PPW' (Praja, Putra Wangsa) adalah terkait dengan
penghasilan atau keuntungan,” demikian/juga, usaha catering tidak terkait
dengan lokasi atau tempat tapi terkait dengan penghasilan atau keuntungan,
maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya dan tidak cukup alas
an untuk melakukan pemeriksaan setempat (decente)”

Setelah mencermati gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat

dan duplik tergugat didalam proses peradilan tersebut terjadi ketidakjelasan

mengenai harta yang menjadi persengketaan, Sehingga kasus tersebut gugatannya

di nilai oleh hakim menjadi kabur atau tidak jelas dan harus diputus ditolak

gugatan oleh penggugat. Adapun dalam hal ini putusan hakim tersebut ada objek

sengketa yang masih samar-samar; dan-objek tersebut masih ditahan oleh pihak ke

tiga sehingga ada kehati-hatian hakim dalam memutus perkara, maka putusan

tersebut sudah sesual dengan hukum Islam, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah

Saw :

89

Dari Abi Abdillah bin Nu“man bin Basyir R.A berkata: “Saya mendengar
Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang
haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara yang
samara-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum) nya.
Siapa yang menghindari perkara samara-samar, maka ia telah membersihkan
agama dan kehormatannya. Siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-
samar maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Ibarat penggembala

8A. Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah. Hadis-hadis Muttafaq’ Alaih : Bagian

Munakahat & Mu'amalat. (Jakarta: Kencana, 2004) .

®Hasil wawancara dengan Drs. Abd. Rahman, M. H, Op. Cit.
8 A. Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah. Op. Cit.
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yang berada di dekat pagar larangan (milik orang lain) dan dikhawatirkan ia
akan masuk ke dalamnya.”

Segala sesuatu yang akan diputuskan itu harus benar-benar jelas yang

tampak, karena haki am memberikan kepu narus sesuai dengan apa

Sungguh Kita
ang tidak tampak

“& engan  hukum  Islam,

enga segala sesuatu tampak

bahwasanya Islam me Q&‘

o e o
dhohirny saja, sesuai dengan R ah Saw.Maka dalam hal ini hakim
telah sesuai dengan kaidah fighiyyah : “Pada dasarnya manusia adalah bebas dari
Tanggungan” Kaitannya dengan putusan ini adalah bahwasanya penggugat tidak
dapat membuktikan apa yang menjadi tuntutannya di persidangan, sebagaimana

dijelaskan dalam sabda Rasulullah. Saw:®

% Ibid.
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“Dari Ibnu Abbas. RA. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila diberikan
kepada manusia hak untuk menggugat pastilah seseorang itu menggugat
harta suatu kaum dan juga darahnya. Akan tetapi mendatangkan bukti wajib
atas orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib atas orang yang
didakwa”. Hadis Hasan. (H.R. Al-Baihagi dan lainnya seperti ini dan
terdapat sebagian didalam _Shohihain)

Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan apa yang menjadi
tuntutannya di proses peradilan,-apabila tidak dapat membuktikan maka berlaku
kaidah, sebagai berikut:**

“Yang pokok/kuat adalah tetap berlakunya apa/hukum yang ada menurut
keadaan yang semula”

Jadi segala suatu tuntutan yang tidak dapat dibuktikan hukumnya
dikembalikan ke hukum asalnya. Kaitannya dengan perkara tersebut bahwa
didalam tuntutan disebutkan oleh penggugat bahwa harta bersama yang mereka
miliki total senilai Rp. 2.810.000.000,- (dua miliyar delapan ratus sepuluh juta
rupiah) dan disangkal oleh Tergugat'dan ‘dibuktikan oleh tergugat sehingga
menjadi tidak jelas keberadaannya, jadi kalau tuntutan penggugat pada kasus ini
tidak dapat dikabulkan mengenai pembagian harta bersama para pihak.

Menurut penulis keputusan hakim dalam mengadili perkara harta bersama
sudah sesuai dengan hukum islam,“yang berdasarkan ayat Al-Qur*“an, hadist-
hadist rasul serta kaidah-kaidah fighiyyah yang telah dipaparkan oleh penulis
diatas secara jelas. Hasil wawancara penulis dengan Hakim pada putusan ini yang
penulis rangkum dan telaah, Hakim mengatakan bahwa sebelum memasukan
perkara ke Pengadilan Agama ataupun jika ingin menyelesaikan perkara harta

bersama di Pengadilan maka pihak yang berperkara harus lengkapi terlebih dahulu

%ISimanjuntak. Op. Cit.
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segala dokumen serta bukti yang ini dipaparkan di Pengadilan nanti sehingga
disaat persidangan dimulai akan mempermudah pihak yang berperkara untuk

memberikan pembuktian secara jelas dan rinci serta gugatan yang diajukan oleh

Penggugat pun jug

%

‘\\\\\\\\\\\“

%

%2Hasil wawancara dengan Drs. Abd. Rahman, M. H, Op. Cit.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Responden menyatakan alasa atkan sengketa di Pengadilan Agama
agar masalah dapat diselesaikan secara adil, namun menyatakan jika
memungkinkan lebih memilihi cara damai, tapi tidak mengetahui tentang
peraturan mengenai cara damai dalam perkara harta bersama. Responden
menyatakan upaya damai yang dilakukan para pihak berperkaran sudah
maksimal dan mau menggunakan cara mediasi dalam menyelesaikan kasus

harta bersama serta bersedia mengikuti terus proses mediasi dalam pembagian
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harta bersama ini. Proses mediasi sudah efektif dalam menyelesaikan masalah,
dalam penyelesaian perkara pembagian harta responden membutuhkan jasa

pengacara. Hasil mediasi ini sebagian besar dinyatakan gagal dan penyebab

kekeluargaan. Namun apabila tidak berhasil dengan cara tersebut maka barulah
para pihak dapat melibatkan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa
tersebut. Kemudian proses pemeriksaan yang ditempuh para pihak yang
berperkara di Pengadilan umumnya meliputi tahapan-tahapan yang telah

ditetapkan dan berlaku dalam Hukum Acara, maka seharusnya para pihak yang

berperkara diharapkan dapat memahami dan mengetahui jalannya pemeriksaan
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tersebut. Sehingga para pihak yang berperkara tidak melakukan kesalahan yang
berakibat tidak dipenuhinya hak yang sedang dipertahankan ataupun dibela.

Kemudian mengenai dalil petitum dalam gugatan harus dibuktikan dengan

eh Majelis Hakim

V.%\“ .90 ‘ oembuktian

itian ini dapat

ang bervarian
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